B. Saran

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan ruang tahanan agar mempunyai

Buku

kapasitas yang besar untuk menampung tahanan anak pada saat proses
penyidikan.

Pihak penyidik meningkatkan kerjasama dengan Balai Pemasyarakat
(BAPAS) dalam mekanisme penyidikan anak dengan membuka pelayanan
Khusus agar proses penyidikan dapat berjalan lancar dan maksimal.

Para aparat penegak hukum yang menangani masalah anak yang
berhadapan dengan hukum khususnya anak wilayah hukum Polrestabes
Semarang agar lebih dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan
anak, diharapkan pula perlunya pemberian pemahaman kepada anak
sebagai pelaku tindak pidana anak mengenai hak-haknya dalam hal
perlindungan hukum berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi terjadinya
pelanggaran dalam perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai pelaku

tindak pidana anak,
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